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ABSTRACT 
 
In general , the  process made the deed by the notary  is the  presence of  the 
part ies to end the  t ime of  signing the  deed be penghadap /  the  penghadap on 
consciousness i t se l f  and say the  words as wel l  as his desire  before  a notary  who was  
then poured into the  form of  notarial  deed according to the  rules of  law apply .  
Somet imes the part ies to come to a notary does not  convey honest  about the 
condi t ion or the reason they  mebuat deed,  but  on the  other hand the notary  does not 
have the  authori ty  to correct  and as i f  act ing as an invest igator to determine 
material ly  what  real ly  happened,  but  can only  be  known with analysis of  the  notary  
i tse l f  before  deciding to make a deed in  accordance wi th the  reasons submit ted by  
the  part ies.  Subjects are part ies to the  deed notary  of ten also involve  foreigners who  
are  taking certain legal  in the  jurisdic t ion Repubik  Indonesia.  Legal  act ions of  their 
choice instead of  real  def iance of the  l aw in  Indonesia,  including the  nominee 
agreement .  
Seen in the provisions st ipulated in the  UUPA,  that  Art ic le 2 (paragraph 1) 
determines that only  Indonesian c it izens who  may have property  rights.  And of 
Art ic le  42 UUPA is known that  foreigners domici led i n Indonesia can have use  
rights.  From this stems the  agreement  nominee,  because on the  one hand of  strangers 
(foreigners) want  to have a property that has obviously  only  be  owned by Indonesia 
(c i t izen) and f inal ly  to secure  the  rights WNA is inst i tuted Ind onesian people  who  
think  they can provide a sense of  securi ty and has a certain closeness to borrow her  
name at  the  t ime they  purchased the  rights object  on the  ground,  but  al l  funds 
separate ly  bal iknamanya to purchase and process on behal f  of  the  c i t izen borne by  
the  WNA 
This study is  examining the  legal  normative  legal  materials associated wi th the  
manufacture  deed nominee agreements and link  i t  wi th the  appl icable  law with  
regard to tenure rights to land that  can be owned by foreigners menurut t land law 
rules appl icable  in Indonesia.  
The choice  of this legal  act  i s certainly a violat ion of the law,  in addi t ion 
AGREEMENTS this nominee wi l l  be  able  to cause any harm to the  parties as wel l  as  
for third part ies.  
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ABSTRAK 
Secara umum proses dibuatnya akta oleh notaris adalah atas kehadiran para 
pihak yang akhirnya saat  penandatanganan akta menjadi  penghadap/ para 
penghadap atas kesadaran sendiri  dan mengutarakan maksudnya  serta keinginannya 
dihadapan notaris  yang ke mudian di tuangkan ke  dalam bentuk akta Notaris sesuai 
aturan hukum berlaku.    
Adakalanya para pihak yang datang ke  notaris t idak menyampaikan secara jujur 
mengenai  kondisi  atau alasan mereka mebuat  akta,  akan te tapi disisi  lain notaris 
t idak mempunyai  kewe nangan untuk mengoreksi  dan seolah -olah bert indak sebagai 
seorang penyidik  untuk mengetahui  secara materi i l  apa yang sebenarnya terjadi , 
namun hanya  dapat  diketahui  dengan anal isa dari  notaris  i tu sendiri  sebelum 
memutuskan untuk membuat  akta yang sesuai  dengan alasan yang disampaikan oleh 
para pihak.  Subjek  yang menjadi  pihak dalam pembuatan akta notaris seringkal i  pula 
mel ibatkan orang asing yang memang melakukan perbuatan hukum tertentu di  
wi layah hukum Repubik  Indonesia.  Perbuatan hukum yang menjadi  pi l ihan mereka 
justru yang sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku di  Indonesia,  diantaranya 
perjanj ian nominee.  
Di l ihat  dalam ketentuan yang diatur dalam UUPA,  bahwa Pasal  2 (ayat  1)  
menentukan bahwa hanya warga negara  Indones ia yang dapat  mempunyai  hak  mil ik . 
Dan dari  Pasal  42 UUPA dapat  diketahui  bahwa orang asing yang berkedudukan di  
A c ta  C o m i ta s  (2 0 1 6 )  2  :  1 4 1  –  1 5 2  
IS SN :  2 5 0 2 -8 9 6 0  I  e - I SS N :  2 5 0 2 -7 5 7 3  
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Indonesia dapat  mempunyai hak pakai .  Dari  sini lah bermula terjadinya perjanj ian 
nominee,  karena di  satu sisi  orang asing (WNA) ingin mempunyai  hak milik  yang 
sudah je las-je las hanya bisa dimil ik i  oleh orang Indonesia (WNI) dan akhirnya untuk 
mengamankan hak -haknya WNA ini  di tunjuklah orang Indonesia yang menurut  
mereka bisa memberikan rasa aman dan mempunyai  kedekatan hubungan tertentu 
untuk dipinjam namanya pada saat  mere ka membel i  objek  hak atas tanah,  akan te tapi 
se luruh dana utnuk pembel ian maupun proses bal iknamanya ke  atas nama WNI  
di tanggung oleh si  WNA 
Penel i t ian ini  merupakan peneli t ian hukum normati f  yang meneli t i  bahan -bahan 
hukum terkai t  dengan pembuatan akta pe rjanj ian nominee dan mengkaitkannya 
dengan aturan hukum yang berlaku berkenaan dengan penguasaan hak atas tanah 
yang dapat  dimil ik i  oleh orang asing menurut t  aturan hukum pertanahan yang 
berlaku di Indonesia.   
Pi l ihan perbuatan hukum ini  sudah tentu merup akan pelanggaran hukum,  selain 
i tu perjanian nominee ini  akan dapat  menimbulkan kerugian bagi  para pihak maupun 
bagi  pihak ket iga.  
 
Kata Kunci :  Akibat Hukum, Nominee,  Pihak Ketiga  
 
 
AKIBAT HUKUM AKTA 
PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP 
PIHAK KETIGA  
 
A.  Latar Belakang Masalah  
Hubungan  internasional  tampak 
ter jadi  set iap saat yang dapat ki ta  
saksikan  dengan  nyata ,  seper t i  WNA 
yang datang ke Indonesia  atau WNI 
yang berpergian  ke luar  neger i.  
Perkawinan  campuran an tara  warga 
negara  Indonesia  dengan  pihak asing 
ban yak ter jadi .  Demikian  pula  kemat ian  
seorang warga negara  asing di  Indonesia  
a tau sebal iknya akan  langsung a taupun  
t idak langsung akan  men imbulkan  
permasalahan  sendir i .  Demikian  pula  
halnya dengan  per jan jian  yang dibuat  
terkai t  dengan  hubungan  internat ional  
ser ing dibuat  orang WNI dan  WNA.  
Konsekwensi  logis dar i  la lu l in tas 
internasional  in i  adalah  ber tambah  
ban yak ter jadinya hubungan  hukum 
berunsurkan asing dian tara  para  
individu,  diantaranya di  bidang hukum 
pr ivat .  Berkai tan  dengan  pengaturan  
hubungan a taupun  per jan jian  yang 
ber laku dian tara  para  pihak in ilah,  
notar is men jadi  sa lah  sa tu  tempat  yang 
dirasakan  aman un tuk mengatur  
hubungan  hukum yang ter jadi  dian tara  
mereka.  
Notar is dalam membuat  akta 
auten t ik adalah  melakukan  t indakan  
mengkonsta ti r  apa yang dikehendaki  
oleh  para  pihak/penghadap un tuk 
dinyatakan  dalam akta  yang dibuat  
dihadapannya,  agar  tidak melanggar  
undang-undang,  sekal igus agar  
kehendak  para  pihak ter laksana secara  
baik dan  benar ,  Fungsi  keberadaan  
notar is didalam member ikan jasanya  
sekal igus agar  t idak berben turan  
maupun  melanggar  hukum,  karena 
fungsi  notar is adalah   secara  
profesi onal  terkai t,  sejauh  
kemampuannya un tuk mencegah  
pen yalahgunaan  dar i  keten tuan  hukum 
dan  kesempatan  yang diber ikan  oleh  
hukum. 
Menurut  Ismai l  Saleh ,  Notar is per lu 
memperhat ikan  empat  hal  pokok,  yai tu  
1. Dalam mejalankan tugas profesinya, 
seorang notaris harus mempunyai 
integritas moral yang mantap. Dalam hal 
ini, segala pertimbanganmoral harus 
melandasi pelaksanaan tugas profesinya. 
Walaupun akan memperoleh imbalan 
jasa yang tinggi, namun sesuatu yang 
bertentangan dengan moral yang baik 
harus dihindarkan ; 
Jurnal  Ilmiah Prodi  Magister  Kenot ar iatan ,  2015 - 2016  143  
  
2. Seorang notaris harus jujur, tidak hanya 
pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. 
Ia harus mengetahui akan batas-batas 
kemampuannya, tidak memberi janji-
janjisekedar untuk menyenangkan 
kliennya, atau agar si klien tetap mau 
memakai jasanya. Semua itu merupakan 
suatu ukuran tersendiri tentang kadar 
kejujuran intelektual seorang notaris; 
3. Seorang notaris harus menyadari akan 
batas-batas kewenangannya. Ia harus 
mentaati ketentuan-ketentuan hukum  
yang berlaku tentang seberapa jauh ia 
dapat bertindak  dan apa yang boleh 
serta apa yang tidak boleh dilakukan. 
4. Sekalipun keahlian seseorang dapat 
dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas 
untuk mendapatkan uang, namun dalam  
melaksanakan tugas profesinya ia tidak 
semata-mata didorong oleh 
pertimbangan uang.1 
 
Salah satu pilihan perbuatan hukum yang 
menjadi pilihan khususnya Warga negara Asing 
yang berada di Indonesia adalah perjanjian 
nominee, yang sebenarnya merupakan suatu 
bentuk penyelundupan hukum atas aturan hukum 
pertanahan yang berlaku di Indonesia. 
Akta Perjanjian Nominee yang dibuat para 
pihak di hadapan notaris pengaturannya secara 
khusus tidak ditemukan dalam sistem hukum 
Indonesia  khususnya dalam hukum perjanjian 
Indonesia, dengan kata lain mengandung 
pengertian yang kosong/norma kosong, karena 
perjanjian nominee dapat dikatagorikakan sebagai 
penyelundupan hukum. Dengan adanya 
kekosongan pengaturan tersebut, maka salah satu 
permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum 
yang ditimbulkan oleh perjanjian nominee 
terhadap pihak ketiga yang terkait dengan 
subtansi dari perjanjian itu sendiri. Berdasarkan 
hal itu, maka tujuan dari penelitian ini perlu 
dilakukan untuk mencegah lebih meluasnya 
pilihan perbuatan  hukum para pihak dalam 
membuat Akta Perjanjian, sehingga perlu segera 
dilakukan pengaturannya secara tegas dalam 
sistem hukum di Indonesia. Oleh sebab itu sangat 
                                                        
1 Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 
2013,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 
Tesis dan Disertasi, Rajawali, Jakarta, hal. 17 
menarik untuk meneliti mengenai AKIBAT 
HUKUM AKTA PERJANJIAN NOMINEE 
TERHADAP PIHAK KETIGA (DALAM 
PRAKTEKNYA DI KECAMATAN KUTA 
UTARA)           
B .  Perumusan Masalah   
Berdasarkan  pada pendahuluan , 
maka dalam penel i t ian in i dirumusk an  
permasalahan  sebagai  ber ikut  :  
1. Apa akibat hukumya terhadap pihak ketiga 
atas akta perjanjian yang didasarkan pada 
nominee? 
2. Sejauh mana notaris dapat dituntut untuk 
bertanggungjawab atas kerugian yang 
timbul sebagai akibat dari Akta perjanjian 
yang didasarkan pada`nominee? 
B. PEMBAHASAN  
Mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian  
dapat dikaji berdasarkan KUH Perdata (Civil 
Law) dan hukum kontrak Amerika. Dalam 
Hukum Eropa Continental syarat ini diatur dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata mengemukakan bahwa, 
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 
unsur yaitu : 
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 
Kesepakatan adalah perseuaian persyaratan 
pernyataan kehendak antara satu orang atau 
lebih dengan pihak lainnya. Disini para 
pihak tidak hanya sepakat untuk 
mengikatkan diri, akan tetapi  mencakup 
juga sepakat untuk mendapatkan prestasi. 
Dalam perjanjian timbal balik masing-
masing pihak tidak saja mempunyai 
kewajiban, akan tetapi juga berhak atas 
prestasi yang telah dijanjikan  
b.   Kecakapan melakukan perbuatan hukum.  
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau 
kemampuan untuk melakukan perbuatan 
hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan 
yang akan menimbulkan akibat hukum. 
Orang-orang yang akan mengadakan 
perjanjian haruslah orang-orang yang cakap 
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dan mempunyai wewenang untuk 
melakukan perbuatan hukum.  Anak yang 
baru dilahirkan bahkan anak yang masih ada 
dalam kandungan yang dari kacamata  
hukum dianggap sebagai telah lahir, 
berkedudukan sebagai subjek hukum. 
Sepanjang oleh hukum positif seseorang 
diakui sebagai subjek hukum,  maka  ia akan 
memiliki kewenangan hukum.  
c. Adanya objek tertentu. Yang menjadi objek 
perjanjian adalah prestasi (pokok Pejanjian) 
Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban 
debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. 
Prestasi terdiri dari :  
1. Memberikan sesuatu 
2. Berbuat sesuatu 
3. Tidak berbuat sesuatu  
(Pasal 1234 KUH Perdata) 
d. Sebab yang halal.  
Keten tuan  pasal  1335 KUH Perdata 
menyebutkan  bahwa Suatu per jan jian  
tanpa seba b a tau yang telah dibuat  
karena seba b yang palsu a tau ter larang,  
t idak mempunyai  kekuatan (hukum).  
Dengan kata  la in bata l  demi hukum.  
Kausa yang palsu dapat  ter jadi jika  
suatu kausa  yang telah  diuat t idak 
sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya  
a tau kausa  yang disimulasikan.   
Walaupun para pihak dapat membuat  
per jan jian  apa sa ja ,  namun  ada 
pengecual iannya yai tu sebuah  per jan jian  
t idak boleh  ber ten tangan  dengan  
perundang-undangan  ketert iban  umum, 
moral  dan  kesusi laan .    
Syarat  a dan  b merupakan syarat 
subyekt i f karena mengenai  orang -orang 
a tau subyek yang mengadakan  
per jan jian .Tidak terpenuhinya syarat  
subjekt i f dapat  berakibat  bahwa  
per jan jian  ter sebut  dapat  dibata lkan  
sedangkan  syarat  c dan  d merupakan  
syarat  objekt i f,  dimana bi la  syarat  
objekt i f in i  t idak terpenuh i  maka 
per jan jian  yang telah  dibuat  men jadi  
bata l  demi hukum.  
Menurut Pasal 1 Peraturan  Jabatan 
Notar is (Stbl .1860 Nom or  3)  di tetapkan  
bahwa notaris adalah pejabat  umum 
yang khusus berwenang membuat  akta  
auten t ik mengenai semua perbuatan,  
per setujuan  dan  ketetapan  yang 
diper in tahkan  oleh  peraturan  umum atau 
dikehendaki  oleh  yang berkepen t ingan,  
agar  dengan  surat outen t ik i tu akan  
dinyatakan  kepast ian  ten tang 
tanggalnya,  pen yimpanan  aktanya dan  
member ikan  grosse,  kut ipan,  dan  
sa l inannya,  semuanya i tu se jauh  
pembuatan  akta -akta  ter sebut  dan  
peraturan  umum tidak juga di tugaskan  
a tau disediakan un tuk la in -la in  pegawai  
a tau orang la in .  Sedangkan dalam Pasal  
15 ayat  1 UU Nomor  Pasal  15 ayat  (1)  
UU Nomor  2 tahun  2014   menyebutkan  
:  Notar is berwenang  membuat  akta  
auten t ik  mengenai semua perbuatan,  
per jan jian  dan  ketetapan   yang 
diharuskan  oleh  peraturan  perundang -
undangan  dan /atau yang dikehendaki  
oleh  yang berkepen t ingan  un tuk 
dinyatakan  dalam suatu akta  auten t ik,  
men jamin kepast ian  tanggal pembuatan  
akta , menyimpan  aktanya,  member ikan  
grosse,  Sal inan  dan  kut ipan  akta,  
semuanya i tu sepan jang akta -akta  itu 
t idak juga di tugaskan  a tau dikecual ikan  
kepada peja bat  la in  a tau orang la in  yang 
di tetapkan  oleh  undang-undang. 
Dalam konstruksi  Hukum  
Kenotar iatan  bahwa salah sa tu tugas 
jabatan  notar is yai tu “  
memformulasikan keinginan /t indakan  
penghadap/para  penghadap kedalam 
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ben tuk akta  oten t ik,  dengan  
memperhat ikan  aturan  hukum yang 
ber laku”.  Hal  in i  sebagaimana ter sebut  
dalam Yur isprudensi  Mahkamah  Agung 
Republ ik Indonesia  yang menyebutkan  
bahwa “ ….Notar is fungsinya hanya  
mencatatkan /menul iskan  apa -apa yang 
dikehendaki  dan  dikemukakan  oleh  para  
pihak yang menghadap notar is 
ter sebut .Tidak ada kewaji ban  bagi  
notar is un tuk menyel idiki  secara  
materi i l  apa-apa (hal -hal)  yang 
dikemukakan  oleh  penghadap di  
hadapan  notaris ter sebut”  (Putusan  
Mahmakah Agung Nomor  702 
k/Sip/1973,  5 September  1973.  
Berdasarkan  pada putusan 
Mahkamah Agung ter sebut  dapat  
disimpulkan bahwa :  
1.  Akta Notar is tidak dapat dibata lkan .  
2.  Fungsi  Notaris  hanya mencata tkan  
(menul iskan ) apa-apa yang 
dikehendaki  dan dikemukakan  oleh  
para  pihak yang menghadap Notar is 
ter sebut .  
3.  Tidak ada kewaji ban  bagi  Notar is 
un tuk menyel idiki  secara  mater il   
apa-apa( hal -hal)  yang dikemukakan  
oleh  penghadap ter sebut .  
Dengan ber tambahnya tuntutan 
masyarakat  akan  pen t ingnya kekuatan  
pembukt ian  suatu akta,  menun tut  
peranan  notar is sebagai  pejabat  umum 
harus sela lu dapat  mengikuti  
perkembangan  hukum dalam 
member ikan  jasanya kepada masyarakat  
yang memer lukan dan  men jaga akta -akta  
yang dibuatnya un tuk sela lu dapat  
member ikan  kepast ian  hukum.  Salah  
sa tu model  per jan jian yang  ser ing 
menajdi  pi l ihan  bagi  oran g asing yang 
sebenarnya ingin  ber investasi  di  
Indonesia  adalah Nominee  
Dalam prakteknya ser ing ter jadi 
berkenaan  dengan  orang asing yang 
melakukan  tindakan hukum di  Indonesia  
telah melakukan penyelundupan hukum,  
dengan  melakukan   pi lihan  hukum yang 
t idak didasarkan  pada a lasan  yang 
sebenarnya,  dengan kata  la in  mereka 
membuat  akta  yang didasarkan  suatu 
per ist iwa hukum yang t idak sebenarnya  
(simulasi ) .  Adakalanya para  pihak yang 
datang ke notar is t idak menyampaikan  
secara  jujur  mengenai  kondisi a tau 
a lasan  mereka membuat  akta,  akan  
tetapi  disisi  la in  notar is t idak 
mempunyai  kewenangan  un tuk 
mengoreksi  secara  mater i il  apa  yang 
sebenarnya ter jadi ,  dan  hal  ini  hanya  
dapat  diketahui  dengan  anal isa  dari  
notar is i tu sendir i  sebelum memutuskan  
un tuk membuat  akta  yang  sesuai  dengan  
pen jelasan   yang disampaikan  oleh  para  
pihak.   
Menurut  Her l ien  Budiono,  ben tuk 
Per jan jian simulasi  ada 2 yai tu :  
a .Per jan jian Simulasi  Absolut  
Per jan jian  simulasi  absolut  ter jadi  
jika  para  pihak memper lihatkan  dan   
member i  kesan  kepada pihak  ket iga  
bahwa telah  ter jadi  suatu perbuatan  
hukum  terten tu,  padahal  secara r ahasia  
diper jann ikan  dian tara  para  pihak bahwa 
sebenarnya t idak ter jadi  perubahan  dari  
keadaan semula .  
b.  Per jan jian Simulasi  Rela t i f  
     Per jan jian  simulasi  r ela t i f  
ter jadi  j ika  ol eh  para  pihak dibuat  
per jan jian  yang sebenarnya di tujukan  
unutk memunculkan  akibat  hukumnya.  
Namun  per jan jian  i tu dibuat  mengikuti  
ben tuk la in  dari  yang seharusnya di buat .  
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Dalam per jan jian  si lumasi  r ela ti f para  
pihak menginginkan  perubahan  keadaan  
a tau perbuatan  mereka tertuju pada 
akibat  hukumnya.  Ar t inya benar  ada  
kehendak dan  pernyataan  yang ter tuju 
pada membuat  per jan jian  dalam ben tuk 
yang berbeda dari  apa yang sebenarnya  
dari  pernyataan  t imbal -bal ik dian tara  
mereka berdua.   
Berkai tan  dengan  ter jadinya ser ta 
t imbulnya per jan jian  simulasi  dalam 
prakteknya yang berkai tan  dengan  
kepemil ikan  warga negara  asing di  
Indonesia .  Dalam Pasal  21 UUPA 
dinyatakan  bahwa : (1)  Hanya warga 
negara  Indonesia  dapat  mempunyai  hak 
mil ik.  (2)  Oleh  Pemer in tah  di tetapkan  
badan -badan  hukum yang dapat  
mempunyai  hak milik dan  syarat -
syaratnya.  (3)  Orang asing yang sesudah  
ber lakunya Undang-undang ini  
memperoleh  hak mil ik karena pewar isan  
tanpa waktu a tau percampuran  har ta  
karena perkawinan ,  demikian  pula  
warga negara Indones ia  yang 
mempunyai  hak milik dan  setelah  
ber lakunya Undang-undang ini  
keh i langan  kewarganegaraannya,  wa ji b 
melepaskan  hak i tu didalam jangka 
waktu sa tu tahun  sejak diperolehnya hak 
ter sebut  a tau h i lang kewarganegaraan  
i tu.  Jika  sesudah  jangka waktu ter sebut  
lampau hak mil ik itu t idak di lepaskan,  
maka hak ter sebut  hapus karena hukum 
dan tanahnya ja tuh  kepada negara,  
dengan  keten tuan  bahwa hak -hak pihak 
la in  yang membeban inya tetap  
ber langsung.    
Dalam praktek pembuatan  akta , 
kesepakatan  para  pihak un tuk 
menen tukan  pi l ihan  hukum,  diawal i  
dengan  datangnya para pihak sebagai  
subjek hukum menghadap notar is.  
Notar is dalam menjalankan  tugas 
jabatannya wa jib berpedoman  secara  
proakt i f kepada a turan  huum yang 
berkai tan  dengan segala  t indakan  yang 
akan  diambil  un tuk kemudian  
di tuangkan  dalam akta .  Disisi  lain  
notar is juga waji b  menel i t i  semua 
berkas-berkas kelengkapan  yang 
diserahkan  dan  di tun jukkan  kepadanya  
ser ta  mendengarkan  keterangan  a tau 
pernyataan  para  pihak  un tuk kemudian  
di jadikan dasar  dalam pembuata  akta  
para  pihak. Penegasan in i dapat  dil ihat  
dalam Pasal  16 ayat  (1)  huruf a  UUJN 
yang antara  la in  menyarakan  dalam 
menjalankan  tugas jabatannya wa ji b 
ber t indak seksama.   
Berkenaan  dengan  permasalahan 
yang men jadi  pokok dalam penel i t ian  
ini ,  perlu dipahami ter lebih  dahulu 
makna dar i  Per jan jian  Nominee.  Ist i lah  
nominee ser ing disamankan  dengan  
ist i lah  perwaki lan  atau pin jam nama,    
berdasarkan  surat  pernyataan  a tau surat  
kuasa  yang dibuat  oleh  para  pihak,  
dimana orang asing (WNA) memin jam 
nama orang Indonesia  (WNI)  un tuk 
didaftarkan  namanya sebagai  pemegang 
hak a tas tanah  pada sert i fikat  yag  
men jadi  objek dar i  per jan ian nominee.  
Disisi  la in  para  pihak membuat  
pernyataan  yang isinya secara  gar is  
besar  menyatakan  bahwa yang 
sebenarnya m empunyai  dana a taupun  
hak a tas tanah  ter sebut  adalah  si  WNA, 
dan  si  WNAlah  yang mempunyai  
pengusaan  ser ta  menyimpan  asli  
ser t i fikatnya.  Kadangkala  dian tara  
mereka dibuat  pi l ihan  hukum bahwa si  
WNA men yewa selama jangka waktu 
yang cukup pan jang,  dengan  tujuan  agar  
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member ikan  ketenangan  dan  
ken yamanan  kepada si  WNA. Kondisi  
ini  kadang serba sul i t  un tuk dihindar i,  
karena di  sa tu sisi  pi l ihan -pi l ihan  
hukum yang di ten tukan  memang 
dimungkinkan.  
Tahapan yang di lalui  sebagai  t indak 
lan jut  dari  per jan jian  nominee ada 
beberapa tahap dian taranya :   
1 .  Dibuat  akta  pengikatan dan  kuasa  
lunas dar i  pemil ik kepada WNI yang 
dipin jam namanya un tuk nan t inya  
didaftarkan dan ser t i fikat tercatat  
a tas nama WNI yang ber sangkutan  
2.  Dibuat  akta  yang ber tujuan  utnuk 
mengamankan si  WNA yai tu akta  
pernyataan  yang isinya pen yatakan  
bahwa dalam tr ansaksi  poin  nomor  1 
dia tas sebenarnya semua keuangan  
adalah  mil ik dar i  si  WNA, hanya si  
WNI dipin jam namanya,  dan  kadang 
dibuat  per jan jian -per jan jian  
tambahan  menurut  kesepakatan  
mereka,  dimana t idak jarang dalam 
per jan jian  pelengkap i tu ada memuat  
klausula  bahwa si  WNI akan  
mendapat  kompensasi  ter tentu 
apabi la  nan tinya si  WNA akan  
men jual  objek nominee.  
3.  Di teruskan  dengan  pembuatan  akta  
jual  bel i  PPAT set elah  semua proses  
un tuk i tu dipenuh i ,  ser ta  pendaftaran  
pada kantor  pertanahan  setempat  
un tuk proses bal ik nama ke a tas 
nama WNI.  
Kalau disimak dar i ura ian di a tas,  
ter l ihat  bahwa ter jadi  pen yelundupan  
hukum dalam menentukan  pi l ihan  
perbuatan hukumnya,  karena disa tu sisi  
keten tuan  Pasal  21 a yat  (1)  ten tang hak 
mil ik yang menen tukan  bahwa hanya  
warga negara  Indonesia  yang dapat  
mempunyai  hak miik,  akan  tetapi  disisi  
la in  pada saat  yang ber samaan ada pihak 
WNA yang secara  de fa cto sebenarnya  
mempunyai  hak a tas objek yang sama.  
Sesuai  dengan keten tuan yang diatur  
dalam Pasal  41 sampai  dengan  Pasal  43 
UUPA,   dimana Pasal  41 UUPA 
menyatakan  bahwa Hak Pakai  adalah  
hak un tuk menggunakan  dan  a tau 
memungut hasi l  dar i  tanah  yang 
dikuasai  langsung oleh  negara a tau 
tanah  mil ik orang lain ,  yang member i  
wewenang dan  kewaji ban  yang 
di ten tukan dalam keputusan  
pember iannya oleh  pejabat  yang 
berwenang member ikannya a tau dalam 
per jan jian  sewa men yewa atau 
per jan jian  pengolahan  tanah,  segala  
sesuatu asal  t idak ber ten tangan  dengan  
ji wa dan keten tuan -ketentuan  UUPA. .  
Lebih  lan jut  Pasal  42 menyebut kan  
bahwa yang dapat  mempunyai  Hak  
Pakai  adalah :   
1 .  Warga Neraga Indonesia ;   
2.  Orang asing yang berkedudukan  di  
Indonesia 
3.  Badan  hukum yang didir ikan 
menurut  hukum Indonesia  dan 
berkedudukan  di  Indonesia  
4.  Badan  hukum asing yang 
mempunyai  perwaki lan  di Indonesia  
Keten tuan  lebih  lan jut  mengenai 
hak pakai  dia tur  lebih  lan jut  
dengandengan perundang-undangan,  
yai tu dalam PP Nomor  40 Tahun  
1996,khususnya dalam Pasal  39 sampai  
dengan  Paal 58,  dimana mengenai  
subjek dar i  hak pakai  menurut  Pasal  30 
PP Nom or  40 Tahun 1996  adalah  :  
1 .  Warga Negara Indonesia  
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2.  Badan  hukum yang didir ikan 
oleh  hukum Indonesia  dan 
berkedudukan  di  Indonesia  
3.  Depar temen , Lembaga  
Pemer in tah  Non  Departemen  dan 
Pemer in tah  Daerah  
4.  Badan-badan  keagamaan  dan 
sosia l  
5.  Orang asing yang berkedudukan  
di  Indonesia  
6.  Badan  hukum asing yang 
mempunyai  perwaki lan  di 
Indonesia 
7.  Perwaki lan  negara asing dan 
perwaki lan badan in ternasional.  
Jadi  dalam UUPA maupun  dalam PP 
40 tahun  1996 jelas disebutkan  bahwa 
un tuk orang asing berhak a tas Hak  
Pakai  tapi  bukan  hak milik.  Orang as ing 
cenderung dan  mempunyai  keinginann 
un tuk mempunyai  hak a tas tanah  dengan  
sta tus hak milik, karena mereka tahu 
bahwa hak mil ik merupakan  hak yang 
terkuat  dan  terpenuh  serta  t idak ada 
masa ber lakunya,  dengan  pengecual ian  
ter ten tu.  Hal  ini lah yang men jadi  a lasan  
para  pihak memilih  ja lan  pintas dengan  
keinginan  untuk mengamankan  dan  
menguatkan  hak-hak pemil ik sebenarnya  
(WNA) atas objek ter sebut .Pi l ihan  
hukum in i merupakan  t indakan  
pen yamaran  yang sebenarnya merupakan  
pen yelundupan hukum meskipun  itu 
merupakan kehendak para  pihak.   
“Kehendak” dimaksudkan  sebagai  
kehendak yang dinyatakan  dan  
di tujukan un tuk t imbulnya akibat  
hukum.  Pada umumnya pernyataan  yang 
diber ikan  seseorang adalah  sesuai  
dengan  kehendak.  Namun  juga terbuka  
kemungkinan  ada ket idak sesuaian  
antara kehendak dan  pernyataan.  
Menurut  Her l ien  Budiono in i  ter jadi  
dalam 3 hal  yai tu 2 
1 .  Pernyataan  (sebenarnya) t idak 
di inginkan 
2.  Pernyataan  betul  di inginkan,  tetapi 
t idak dalam ar ti  yang sebagai  yang 
di ter ima (di tafsi rkan)pihak lawan 
dan; 
3.  Pernyataan  diinginkan  sesuai  
dengan  yang dimaksud oleh  pihak 
lawan ,  tetapi  akibat  hukumnya t idak 
dikehendaki .   
 
Di l ihat dar i  ket iga  hal  di a tas,  dapat 
dikatakan  bahwa per jan jian nominee,  
yang pada dasarnya merupakan  
pen yelundupan hukum dan  bukan  
merupakan per jan jian  yan g sebenarnya  
(simulasi ) ,  karena disin i  memang 
merupakan penyimpangan  dar i  maksud 
tujuan  men imbulkan  akibat  hukum.  
Pen yimpangan  terhadap :kepercayaan  
yang tercapai”  telah  dilakukan  an tara  
para  pihak un tuk secara  diam -diam dan  
secara  sadar  melakukan  tindakan  hukum 
ter ten tu yang menyimpang dar i  apa yang 
seharusnya ter jadi .  Dapat  dikatakan  
disin i bahwa pihak-pihak melakukan  
“per sengkokolan” a tau ter jadi  t indakan  
hukum pura -pura.   
Dalam praktek di  Kuta  Utara  ada 
beberapa a lasan  yang dipergunakan  oleh  
WNA m engapa  mereka lebih  memil ih  
per jan jian  nominee,  padahal  UUPA 
maupun  PP nomor  40 tahun  1996 telah  
member ikan payung hukum un tuk 
mereka pi l ih  sehingga mereka dapat  
men jadi  pemegang hak yang sah  atas 
objek  yang mereka kehendaki  sepan jang 
per syaratan  baik subjekt i f maupun  
objekt i fn ya mereka penuh i.   
Diantaranya adalah :  
                                                        
2 Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum 
Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang 
kenotariatan, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung 
hal. 78-79. 
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1.  Berdasarkan  in formasi  dan 
pengetahuan  mereka bahwa tanah 
dengan  sta tus hak mil ik pal ing 
aman  un tuk dimil iki.  Padahal  si fa t  
aman  in i  diber ikan kepada mereka 
yang namanya tercata t  di  ser t i fikat 
hak atas tanah  ber sangkutan  yang 
ada pada kan tor per tanahan 
setempat  bukan  kepada WNA yang 
just ru mengeluarkan  sejumlah  dana 
un tuk pembel ian  objek hak a tas 
tanah  ter sebut .   
2 .  Mereka mempunyai  hubungan 
ter ten tu dengan  seorang WNI yang 
saat  i tu mereka sangat  percaya  
un tuk namanya dipin jam dalam 
proses jual  bel i  objek hak a tas 
tanah , meskipun  sebenarnya semua 
dananya berasal  dar i orang asing  
3.  Mereka mempunyai  ketakutan akan 
adanya perubahan  aturan  hukum 
yang ber laku saat  mereka telah 
membel i  tanah dan  nama orang 
asing ter sebut  t elah  terdaftar  dan 
tercantum dalam ser t fikat  hak 
pakainya,  seh ingga just ru mereka 
dalam ket idakpast ian.  Secara  garis 
besar  mereka kerasa  t idak mendapat 
kepast ian  hukum apabi la  mereka 
memil ih  hak pakai.  
4.  Dar i banyak pihak yang telah 
memil ih  per jan jian  nominee,  belum  
ada yang memperoleh  masalah , 
seh ingga rekan -rekan  mereka 
merasa  dapat  secara  aman  dan 
nyaman dengan pr jan jian  nominee.  
Sebagai  a las hak yang member i  
mereka kekuatan  adalah  adanya  
pernyataan  yang menyatakan  bahwa 
si  WNI sebenanya hanya dipi n jam 
namanya dalam pembel ian  hak a tas 
tanah , sedangkan  secara  de facto ha  
k a tas tanah  ter sebut  adalah  mil ik si 
WNA. Dan  per jan jian  ter sebut  telah  
dibuat  di  notar is yang menurut 
mereka tempat ber l indung hukum 
yang aman .  Padahal  dari  segi  akibat  
hukum,  apabi la  disadar i  pi lihan  in i 
akan  membawa konsewensi  bahwa  
kerugian  yang besar  bagi  para  pihak 
maupun  pihak ket iga.  
5.  Perh i tungan  biaya yang harus 
mereka keluarkan  set iap akan 
melakukan  perpan jangan  hak pakai 
juga men jadi  a lasan  mengapa 
mereka memiih  per jan jian  nominee 
Per jan jian simulasi  dapat  sa ja  
men imbulkan kerugian bagi  pihak 
ket iga   Dalam per jan jian  nominee,  dapat  
di l ihat adanya unsur -unsur :  
1.  Adanya per jan jian  pember ian  kuasa 
dari  si  WNA kepada si WNI,  
dimana beneficia l  owner  sebagai  
pember i  kuasa  dan nominee sebagai  
pener ima kuasa yang didasarkan 
pada adanya keperca yaan  dan 
benefi cia l  owner  kepada nominee;  
2.  Kuasa yang diber ikan  ber si fa t  
khusus dengan  jen is t indakan 
hukum yang terbatas;  
3.  Disin i  nominee (WNI) ber t indak 
seolah -olah  sebagai  waki l  dar i 
benefi cia l  owner  didepan  hukum.  
Berkai tan  dengan  akibat  hukum 
yang di t imbulkan  dar i  akta  Per jan ian  
nominee yang dapat  digolongkan  pada 
per jan jian  simulasi  terhadap pihak 
ket iga ,  ini  memil iki  pengaruh  terhadap 
pihak ket iga.  Pengaruh ter sebut  di la tar  
belakangi  pada jen is simulasi  yang 
diperbuat  :  
a .  Pada simulasi  absolut  (mut lak) pihak 
ket iga  tetap mengacu kepada 
per jan jian  yang di lakukan  adalah  
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semu seh ingga keadaan  hukum yang 
seharusnya di ter imanya akan  tetap 
pada keadaan  semula .  Con toh  :  Jual  
bel i  yang di lakukan  orang yang 
hampir  pai l it  un tuk mengh indari  
pen yi taan .  Pihak ket iga  dapat  
ber tahan  bahwa per jan jian  ter sebut  
adalah  semu seh ingga peral ihan  hak 
a tas barang t idak di lakukan  kepada 
teman keperca yaannya dan  
konsekuensi  hukum bagi  pihak ket iga  
akan  tetap pada keadaan  semula  
seper t i  t idak adanya per jan jian  
ter sebut .  
b.Pada simulasi r elat i f,  bagi  pihak 
ket iga  terbuka t iga  kemungkinan :  
     1)  Bagi  pihak ket iga  yang mel ihat  
per jan jian  terbatas pada per jan jian  
yang disimulasikan , maka akan  
di l indungi  terhadap jan ji - jan ji  
yang ter sembun yi .  Pasal  1873 
KUHPerdata  mengatur  bahwa:  
per jan jian –per jan jian  menyusul  
yang diadakan  dengan  
akta /perbuatan  ter sendir i  yang 
ber ten tangan  dengan  per jan jian  
semula  hanya mempun yai  
kekuatan  bukt i  bagi  pihak -pihak 
yang men jadi  peser ta  dal am akta  
ter sebut  besar ta  ah li  war is a tau 
yang memperoleh  hak,  tetapi  t idak 
mempunyai  kekuatan  hukum 
terhadap pihak ket iga .  
    2)  Pihak ket iga  yang mengetahui  
se jak awal  a tau kemudian  maka 
terhadapnya sebagaimana dia tur  di  
dalam keten tuan  dalam 1873 
KUHPerdata,  yang menen tukan  
bahwa :Per setu juan -per setujuan  
lebih  lan jut  yang dibuat  dalam 
suatu akta  ter sendir i  
(dimaksudkan  disin i  per jan jian  
simulasi )  yang ber ten tangan  
dengan  akta  asl i,  hanya  
member ikan  bukt i  diantara  pihak 
yang turut  ser ta  dan  para  ah li  
war isnya (orang yang mendapat  
hak daripada mereka,  tetapi  t idak 
dapat  ber laku terhadap orang -
orang pihak ket iga) .  
    3)  Pihak ket iga  yang mengetahui  
seluruh  man ipulasi / tipu daya para  
pihak,  dapat menyatakan : 1)  
Bahwa per jan jian  semu sebagai  
per jan jian  yang t i dak dikehendaki  
para  pihak-pihak t idak mempunyai  
kekuatan  hukum dan  2)  Bahwa  
per jan jian  yang disimulasikan  itu 
memang dikehendaki  terbukt i  
Baik per jan jian  simulasi  terutama 
per jan jian  simulasi  absolut e  
digolongkan  sebagai  per jan jian  yang 
causanya t idak hal al ,  dengan  kata lain  
dibuat  dengan  dasar  sebab yang palsu.  
Dengan demikian pihak ket iga,  baik 
dalam per jan jian  simulasi  absolut  
maupun  yang rela t i f,   tiak ter ikat  pada 
apa yang di jan jikan  dalam per jan jian  
simulasi .Namun ,  ini  hanya ber laku 
sepan jang pihak ket iga  secara  i t ikad 
baik t idak mengetahui  adanya per jan jian  
simulasi  ter sebut .  Dan  karena i tu pihak  
ket iga  i tu  
Bi la  di l ihat  dar i  a lasan  yang 
mendasar i dibuatnya Akta  Per jan jian  
Nominee,  dapat  dikatakan  bahwa akta  
per jan jian  itu merupakan  pelaksanaan  
per jan jian  yang terlarang.  Maksud dan  
tujuan  membuat  per jan jian  yang 
di larang adalah  per jan jian  yang sengaja  
dibuat  un tuk menyelundupi  undang -
undang atau menghindar i  keten tuan  
undang-undang 
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Berdasarkan  pada apa yang 
diuraikaan  dia tas,  maka atas 
permasalahan -permasalahan  ter sebut  
dapat  disimpulkan   bahwa :   
1.  Akta Per jan jian  Nominee yang 
didasarkan  pada  per jan jian 
simulasi  absolut  maupun  yang 
rela t i f,   maka pihak ket iga  t idak 
ter ikat  pada apa yang di jan jikan 
dalam Akta  per jan jian  ter sebut .  
Namun ,  in i  hanya ber laku sepan jang 
pihak ket iga secara  it ikad baik 
t idak mengetahui  adanya Akta  
per jan jian  ter sebut .  Dan  karena i tu 
pihak  ket iga  i tu mendapat 
per l indungan hukum 
2.  Notar is,  dapat  dikenai  sanki   berupa 
sanksi  perdata ,  admin istr asi  dan 
kode         et ik,  maupun  sanksi 
pidana a tas akibat  hukum yang 
di t imbulkan  dar i  akta  per jan jian 
nominee yang dibuatnya,  sepan jang 
unsur -unsur  un tuk pen ja tuhan 
sanksi  ter sebut  terpenuhi .  
Mel ihat  hasi l  penel it ian  yang 
diperoleh ,  melalui  ar t ikel  ini  perlu 
ki ranya  disarankan  terutama k epada 
Warga Negara  Asing un tuk mencegah  
ter jadinya pen yelundupan  hukum ,  maka 
sebaiknya mereka memenuh i  a turan  
yang ber laku bagi  pnguasaan  tanah oleh  
orang asing seh ingga dapat  dicegah  
akibat  hukum yang t idak di inginkan .   
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